
Ph.I ATUl'AN BUl'A'I I I I I• I 14., 
N >M 00 'IAIIUN 201, 

Tl'..NTAN 1 

PENDSL '..GASIAN WEWbNAN , I>I BIDANC, l'l• .. l 'IZINAN 

K ~PADA KEI ALA KAN'! 0~ Pl'.. LAYANAN Pl'..I l,JI NAN 'I El PAI U 

KABUPATl!.N BT I!:B •,. 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA !•,SA 

OUPATI rrn1~m ... s , 

Menimbang : a . bahwa untuk mdak anal n arrnrnat PHsal 16 P r turan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tent, ng I' IHksa,rnan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang P ·layannn 

Publik dan untuk m ncapai tujuan P ·ny lenggaraa n 

Pelayana n Terpadu satu pintu suai , manal P raturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang P ny I nggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, p rlu dilakukan 

pendelegasian kewenangan p rizinan yang menjadi urusan 

kabupaten/kota kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

selaku penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di 

Kabupaten Brebes; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan K pada 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Br bes 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 t ntang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupat n d, lam Lingkung, n 

Propinsi Jawa Tengah (B ritn N gara Tahun I 50 Nornor 

42); 
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0 
or 18 Tah n 19 

en,; r:a R pu bl Ind 
Kon trUk i (Lembaral1 E,"--

rambah n 

2 . Undang-Undan 
T n 

mbaran 

1999 omor 5 

Indone ia nomor 3833)· 2- TahUD 2007 tentan& P 
3. Undang-Undang ornor :, . 

( b an 
egara Republik Indone518. Tah n 2007 

Modal Lern ar 
'--"' I ambaran egara Rep b Indo 

omor 6 7, Tam Uc1Han LA:, 

nomor 4724); 
4. Undang-Undang omor 26 Tahon 2007 entang Pe a -

Ruang (Lembaran egara Republik Indonesia Tahon 007 

omor 67 Tambahan Lerol,ara!l egara Repoblik Indone a 

Nomor 4725); 
5. Undang-Undang ornor 20 Tahun 2008 

Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran 

entang usaha 

egara Rep b 

Indonesia Tahun 2008 

Negara Republik Indonesia 

omor 93, Tambahan Lembaran 

omor 4866)· 

10 Tahun 2009 
entailg 

6. Undang-Undang omor 
Kepariwisataan (Lembaran egara Repu blik Ind one · a 

Tahun 2009 omor 11. Tambahan Lembaran egara 

Republik Indonesia omor 4-966)· 

7. Undang-Undang omor 25 Tahun 2009 tentang Pela_•anan 

Publik (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentan Pencrelo aan 

Lingkungan Hidup (Lernbaran egara Republi · lndone ·a 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran eaara 

Republik Indonesia omor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenrang ·e 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 009 

141, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 

a 

omor 

omor 

5063); 
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran egara Republik Jndon~ ·a 

Nomor 5072): 
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bai 

19. Peraturan P m nntah omo 96 Tahun 2012 ten 

Pelaksanaan Undang-Undang omor 25 Tahun 2009 tentan 

Pdayanan Publik (Lembaran egara Republik lnUOTiesia 

Tahun 2012 omor 215, Tambahan Lembaran egara Re blik 

Indonesia omor 5357); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran egara 

Republik Indonesia Tahun 2013 omor 40, Tambahan 

Lembaran egara Republik Indonesia omor 5404); 

21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 temang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 221); 

22. Peraturan Menteri Perdagangan omor 16/ -

DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pergudangan; 

23. Peraturan Menteri Perdagangan omor 36/ -
DAG/PER/9 /2007 tentang Penerbitan Surat l.zin Usaha 

Perdagangan sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan omor 39 / :\­

DAG/ PER/12 /2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang 

Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan; 

24. Peraturan Menteri Perdagangan ornor 37 / 1-

DAG/PER/9/2007 tentang Pen)elenggaraan Pendaftaran 

Perusahaan; 

25. Peraturan Menteri Perindu trian omor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pemberian Izin Usaha Industri, lzin Perluasan dan Tanda 

Daftar Industri; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 

tentang Laboratorium Klinik; 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 

tentang Pedoman Persyaratan Pemberian lzin Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional; 

28. Peraturan Menteri Perdagangan omor 53/M-

DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba; 
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29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Klinik; 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 

31. Peraturan Men eri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas; 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang 

Unit Transfusi Darah; 

33. Peraturan enteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan asionaJ Nomor 5 Tahun 2015 tentang lzin 

Lokasi; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2001 

tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C omor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes omor 11 Tahun 2001 

tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C omor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes omor 12 Tahun 2001 

tentang Izin Usaha lndustri, Izin Perluasan, dan Tanda 

Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

2001 Seri C Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebe omor 18 Tahun 2001 

ten tang Pen.) lenggaraan "arana Pela) anan Ke ehatan 

(Lembaran Daerah Kabupat n Brebe Tahun 2001 Seri D 

omor 42); 

38. P raturan Daerah 'abupat n Brebe omor 10 Tahun 2002 

tentang lzin Pari ,;~ ta d n Hiburan (Lembaran Daerah 

Kabupat n Breb Tahun 00 ri E omor l); 

39. P raturan Da rah K bup ten Brebe omor 2 Tahun 2006 

t ntang lzin U h Ja 'on truk.'..'i (Lembaran Daerah 

Kabup, t n Br bes Tahun 2006 Seri C omor l ); 

40. P raturan Da rah Kabup ten Brebe omor 7 Tahun 2008 

ntang Organi i dan Tata K rja Lembaga Tekni Daerah, 

In pektorat, atuan Poli ·i Pamong Praja dan Lembaga Lain 

Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 

Tahun 2008 omor 12) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 

-
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omor T, hun < 12 t n 11 

P mtur n D. rmh K IJup t n r 1 

P , 11 ah n Kedu A 

mo 7 T hun 200,S 

t ntang rgant I d n T tn K IJA l.tinh, ga T kn• D 

In pektorat, S, tu n Poll 1 P man I roJ 

Kabupat n Bn b (Lemb 1n n, rah K, hup. t n Br t 

Tahun 2012 omor 8); 
41. Peraturan Da rah Kahupat •n f3t h • NomQr 2 'I hun 2 J 1 

tentang Rencan Tata Ruang Wilayah K bupat.cn Brd , 

Tahun 2010-2013 (Lembaran Da •rah Kabupat, n Br be 

Tahun 2011 Nomor 2): 

42. Peraturan Daerah Ka bu pat n Brebes Nomor 3 'I ahun 2011 

tentang Retribusi Daernh (Lcmbaran Oaerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimanu. tdah d1ubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupatcn Brebes Nomor 8 1 ahun 

2014 tent.ang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupat n 

Brebes Nomor 3 Tahun 2011 t,:ntang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8); 

43. Peraturan Daerah Ka bu paten Brebes Nomor 1 1 ahun 2014 

tentang Penataan dan Pembina.an Pasar Traditional, Pusat 

Perbelanjaan, Pasar Modem dan Toko Modern (Lemharan 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor l); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara 

Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes (Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 2); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2014 Nomor 3); 

46. Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Reklame; 

47. Peraturan Bupati Brebes Nomor 014 Tahun 2013 tentang 

Izin Mendirikan Bangunan (Serita Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2013 Nomor 12); ~ 
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Mt netapkan 

p I B d n Koo d n 1 ~ na.narnan Mod.i 
·~ hun 20 I t n l1 np, P I man dan Tata Cara 

r n tn, n d n on nzm n P n naman Mod 
1 

I go1m n t lah diub h d ngan P tu n ~pa.la 

B KM om r 12 T hun 201 ntang P rub h n 

turnn K pala Sadan Koordma I P n naman Modal 

Nomor 5 Tnhun 2013 tentnng Pedoman dan T t Car 

P nzm n dan on nzinan P nanaman Moda1; 

6 I< putu n Di ktur JPnderaJ P, rhubungan Darat 

omor SK. 75/AJ.601/DRJD/2003 ntang 

P ny I nggaraan Pool dan Ag n P ru haan Otobu 
(PO); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURA ' BUPATI TENTANG PEMDELEGASIAN 

WE ENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR 
PELAYA A 

BREBES. 
PERIJINAN TERPADU 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KABUPATEN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Brebes. 

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang 

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan 

Palisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan 

Kelurahan. 

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Brebes. 

4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutn ·a 

disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Brebes. 
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5. Kepala Kantor Pelayanan P rijinan Terpadu yang 

selanjutnya di ebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes. 

6. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha. 

7. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan 

lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah 

atau diperbolehkannya seseorang atau Sadan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

8. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, 

kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan 

Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama 

Pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala KPPT yang 

ditetapkan dengan uraian yang jelas. 

9. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke 

tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpad u dalam 

satu pintu dan satu tempat. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Tujuan Pcnyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

adalah: 

a . Meningkatkan kualitas layanan perizinan; 

b . Membcrikan aks s yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk mempcrol hp layanan perizinan. 

Pasal 3 

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

adalah: 

a. Terwujudnya pelayanan public yang cepat, murah, mudah, 

tran paran, pasti dan terjangkau; 
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I, M,11111 11 till la 11 h I 111 1 11 ii ti II I h d p pel anan 

H/\1 Ill 
l'l•.Nl>l•,l,II: ,A 'IAN Wli,Wl•,NAN I 

1'1 ti I 

Suutl1t I I nn 1 

( t) I li•11, ,, 1•11 11111 111 Hup \Ii ini 111nl· 1 Hupnti rm:11clelcgnsikan 

"' "'" 111g ,It hulnng p, tizi11 u1 I t•pndn Kantor Pela onan 

l'11111n n 'l'11p.ith1 I liup1tlll Brt•hc., mr.liputi: 

lzi11 l 11n. ip 1'1•n1111,111111n Mod11I; 

• I .i11 I 'iin ip I 11•1 ht,1::-4 11 1'1·rn111 man Modal; 

I 111 1'1 in ip 1'111ggnl>11ng11n Pcrusahaan Penanaman 

Mod ii; 

it . I ,in Pt insip l'l't ulmh, 11 Pt nm1 man Mo<l I; 

lzm U •• ,h t l'en 11111mn11 Modal; 

t, , lzin U:mh11 P1•d1111. nn Pc nana111an Mo<l I; 

7 . l1.111 U. nh11 P1•11ggabungnn Penanaman Motlal; 

8. lzin U ,1h11 l'cn1hahnn 1'1•11mwman Modal: 

ll lzin 1'1 in. ip Pt·nmnl, ntnn Ruang; 

IO. lzin Lingkungnn; 

I I , lzin Lokn i; 

12. lzin Mt•1Hlit ii· n Bungunnn (1MB): 

t 3. lzin Us hn lndustri dnn Tancla Daftar lndustri (IUI dan 

Trn): 

1 1. Stout lzin U. thn I\ nlngangan (SIUP); 

I •. Tsrnda Daftar P rusnhn n (TOP): 

1 >. lzin T,•mp 11 U.nhn Unclnng-Undang Gangguan (HO); 

17. S11rnt 17.in Pt•nvc•lt nggarann Rt•klmne ( IPR); 

18. lzin U. 11111 ,lnsa Konstruksi (lUJK): 

I< . lzin Trayd< Angkuto.n Pt•numpnng; 

20. lzin Usnhn Pcngdoln, n Pas, r TractisionAI (IUP2T); 

2 I . lzin Usoh Toko Moel m (IUTM); 

22. tzin Usah. I'll. it Pt•rbelnnjann (IUPP); 

23. lzin Mc n<liriknn ~linil, I'. t mn: 

2 I. lzin Op1•1 1siun.1l Klinik Pt 1tmnt1; 
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25. lzin Mendirikan Klinik Ut.a.ma; 

26. lzin Operasional Klin1k Utama; 

27. Izin '1.endirikan Rumah Sakit; 
28. lzin Opera ional Ruroah Salcit dan Serti.fika Penetapan 

Kelas; 

29. lzin Laboracorium Kesehatan; 

30. Izin Apotik; 

31. Izin Optikal, 
32. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat; 

33. lzin Puskesmas; 

34. Izin Unit Transfusi oarah: 
35. Tanda Daftar Usaha Pari\visata (TDUP: 

36. lzin Pembuangan Lirnbah Cair (!PLC); 

37. lzin Penyimpanan Sementara Lirnbah B3; 

38. Izin Pengumpulan Lirnbah B3 ska.la Kabupaten; 

39. lzin Trayek Angkutan Penumpang; 

40. Izin Garasi; 

41. Tanda Daftar Gudang (TOG); 

42. Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah; 

43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba: 

44. Izin Operasional Menara Telekomumkasi: 

(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) angka 1 (satu) sampai dengan angka (delapan) 

merupakan perizinan penanaman modal dalam lingkup 

Penanaman Modal Dalam egeri (P 1D ) yang diproses 

melalui SPIPISE. 

(3) Pendelegasian \',ewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) angka 35 (tiga puluh lima) meliputi usaha di 

bidang Pariwisata yaitu; 

1. Daya Taril<. Wisata; 

2. Kawasan Pariwisata; 

3. Jasa Transportasi Wisata: 

4. Jasa Perjalanan Wisata; 

5. Jasa Makanan dan Minuman 

6. Penyediaan Akomodasi· 
' 

7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi· , 
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I ll n I' II II U 111, 
In 111 f, 

I , n nu I Ill, 

,J t In t Im I I 

K n. ,111 n I 

1 l I 11 11\\1 I l I I, 

1) 

I It l, 

\\('\\!'II \11 ~ di hid 11~ pt'I izirlllll 

I I I I.,,.,,, I, lll('lt' J>llli 
im u1, dim lk tu to ,m , ... 

l n rbit n, 11 nolnl 111, pt•mnnt 1unn dun p ngaw 1snn, 

nc but.An. p
1 
nniiknn 1 •trihusi. clan pt'nn11clata11gan11n 

dokumen dnn surat-sumt •nng bt rknitan ckngan 

peng Iola n p rizinnn. 

(2) PembinaRn . ang b rkaitan dengnn nspek tcknis dAn 

sub tansi teknis kewcnangan yang telah didelegasikan 

menjadi tanggung jawab unit kcrja/in tansi/Perangkat 

Daerah terkait sesuai dengan k tentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

BAB IV 
MEKANISME KERJA 

Pasal 6 

(l) Untuk perizinan yang didelegasikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) dengan kriteria dan 

skala tertentu serta memerlukan pertimbangan teknis 

dari satuan kerja/ Perangkat Daerah terkait dilakukan 

pemeriksaan tekms lapangan dan pembahasan oleh Tim 

Teknis Perizinan. 

(2) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beranggotakan satuan kerja/Perangkat Daerah 

terkait. 
(3) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memiliki kewenangan sebagai berikut: 
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a. ~empelajan b rka p rrnohonan peri%lnan yang 

diajukan kep da Bupatl Brebes Cq. Kcpala KPPT, 
lapangan terhadap 

b. ielakukan pemeriksaan 
. . ang diajukan; 

permohonan penzman } tekms 
rekomendasi dan tinjauan 

c. emberikan d · kan perizinan yang taJu 
terhadap pennohonan 

sesuan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

! ang berlaku; • a tau 
n mengena1 ditenma 

d. engambil keputusa 

ditolak suatu pennohonan perizinan. . . . 

dan tugas Tim Tekms penzman 
(4) Susunan keanggotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala KPPT melaporkan 

secara periodik penyelenggaraan pelayanan umum di bidang 

perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

(1) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 1). KPPT 

bersama dengan Perangkat Daerah terkait segera 

menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional 

Prosedur paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 

Peraturan Bupati ini berlab.7.l. 

(2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional lainnya diatur 

lebih Janjut dengan Keputusan Kepala KPPT. 

Pasa.l 9 

Dengan berlakun}a Peraturan Bupati ini, maka: 

I. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 20 I 2 

tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan 
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I 

K epada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Brebes· 
' 

2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 

062 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenang di 

Bi dang Perizinan Kepada Kan tor Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kabupaten Brebes 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

Olundangkan di Brebes 
pada tangga, __ 

SEKRETARIS OAERAH 
KABUPATE:1 Ec<f~ £::~ 
~I 

E~AS ro~~I I.:" .;:, r,:u.:1: 
• er.ih11'1i' t•••- • .. , 

I~•" U;~u2 It 19670: 1 t ,.! 
3ERITA (lA [ n;. KACur:.: r;.l\ Ci,EaES 

• Hll __.__t •• l ____________ _j 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal 

BUPATI 

IDZA PRIYANTI 
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